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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Perlindungan

Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman

Online, ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan mengenai penyelenggaraan bertransaksi pada layanan aplikasi
pinjaman online terdiri dari klausula/perjanjian dan kontrak antar pihak
penyelenggara jasa layanan aplikasi pinjaman online dengan pengguna
dan/atau nasabah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa setiap aturan atau ketentuan
dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh penyelenggara jasa layanan pinjaman online dimana
hal tersebut masih mementingkan kepentingan kepada pihak
penyelenggara pinjaman online sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 UU
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pengaturan
mengenai pinjam meminjam uang berbasis online diatur dalam UU No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan
bahwa pinjaman online merupakan suatu kontrak elektronik yakni
perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Angka 17 UU ITE yang bertujuan

untuk mengikat para pihak pada pelaksanaan pinjamanonline dimana
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wujud dari kontrak elektronik tersebut harus menyediakan fitur-fitur
dalam memberikan informasi mengenai isi dan syarat-syarat perjanjian
pinjam meminjam melalui aplikasi pinjaman onlinepada saat melakukan
suatu perjanjian. Kemudian mengenai perusahaan penyelenggara pinjam
meminjam uang berbasis online diatur dalam POJK 0.1/No0.77/2016 dan
PBI/19/12/2017 menjelaskan  informasi mengenai  pembentukan
perusahaan jasa pinjam meminjam uang berbasis online yang berisi syarat
dan ketentuan agar perusahaan tersebut dapat dinyatakan legal atau resmi.
Selain itu terdapat juga lembaga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Indonesia (AFPI) bergerak dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) yang bertugas sebagai penghubung antar lembaga, lembaga riset,
penyelenggara acara khusus fintech, sarana pengaduan, pengawasan
terhadap pelaksana fintech, dan partisipan aktif.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan
aplikasi pinjam meminjam online, Pemerintah berperan dalam
memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan dengan
memberikan tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun
penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman
online bahkan pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adanya
ancaman dan teror terhadap para pengguna atau nasabah yang dianggap
lalai melakukan pembayaran telah diatur dalam UU No. 39 Tahun1999
Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pelayanan pinjam meminjam uang

berbasis online telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 POJK 01/77/2016
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Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online menjelaskan
seseorang dan/atau badan hukum yang memiliki hutang yang harus
dilunasi sebelum melakukan suatu perjanjian layanan pinjam meminjam
uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dan atau nasabah
(debitur) harus memiliki bukti bahwa berdomisili di wilayah hukum
Negara Republik Indonesia. Penerima pinjaman atau nasabah terdiri dari
orang perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau
badan hukum Indonesia. Kemudian mengenai perlindungan pengguna
selaku konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Dalam hal perlindungan hukum terhadap
nasabah dalam penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis
online, sebenarnya perlindungan hukum terhadap pengguna atau nasabah
tidak diatur secara rinci dalam POJK. 01/No. 77/2016. Melainkan,
perlindungan tersebut diperoleh dari hak — hak yang diatur dalam Pasal 4
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana hak-hak
tersebut digunakan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap
pengguna atau nasabah. Namun, tindak pidana yang mengganggu
ketenteraman dan keamanan manusia tetap ada dan tidak memenuhi
ketentuan KUHP tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Aspek yang melindungi keuntungan pinjaman
layanan online. Ruang lingkup hukum pidana tidak dapat mencakup semua

tindak pidana dalam pengelolaan pinjaman online. Selama ini,
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penangkapan kredit online diduga telah menyebarkan informasi pribadi,
pengumpulan ancaman, penipuan, pencemaran nama baik, dan tindakan
kriminal berupa pelecehan seksual melalui media elektronik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Diharapkan untuk kedepannya dalam peraturan UU No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen diperbarui agar memberikan perhatian
lebih terhadap pengguna atau nasabah pinjaman online dikarenakan
kurang memberikan perhatian terhadap pengguna atau nasabah dalam
layananan aplikasi pinjaman online. Kevmudian konsumen atau nasabah
pinjaman online tidak semestinya mengajukan pengaduan kepada para
penegak hukuvm apabila terjadi suatu permasalahan mengenai layanan
pinjaman uang berbasis online dikarenakan sudah ada lembaga pengawas
kegiatan fintech di Indonesia yakni Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Indonesia (AFPI) yang memiliki fungsi sebagai sarana pengaduan
terhadap layanan aplikasi pinjaman online baik yang legal maupun ilegal.
Akan tetapi, direkomendasikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) membentuk kantor lembaga Asosiasi Fintech
Pendanaan Bersama Indonesia dan disebar ke seluruh Provinsi di
Indonesia agar memudahkan konsumen di luar pulau jawa mengajukan
pengaduan terhadap layanan pinjam meminjam berbasis online.

2. Masih sering terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia mengenai

penagihan hutang yang dilakukan oleh pihak penyelenggara atau debt
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collector dengan memberi ancaman yang bertentangan Hak Asasi
Manusia terhadap konsumen atau nasabah pinjaman online, diharapkan
kedepannya pada Otoritas Jasa Keuangan agar lebih rinci dalam
memberikan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah pinjaman
online. Pasal-Pasal dalam KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik agar lebih diperhatikan oleh Pemerintah dikarenakan ancaman
pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam

penyelengaraan pinjaman online.
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